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Abstract

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Hah-hak Siswa Disekolah

This study aims to analyze the legal protection of students' rights in schools
and identify the factors that influence the implementation of such protections.
A qualitative approach was employed using a literature study method, along
with an analysis of legal documents and educational policies. The findings of
the study indicate that although various regulations on the protection of
students’ rights have been established, their implementation still faces
significant challenges, such as the lack of awareness among educators
regarding students' rights and the insufficient mechanisms for effective
monitoring. Moreover, many students are not fully aware of their rights,
making it difficult for them to lodge complaints when their rights are
violated. The conclusion of this study is that strengthening the policies on
students' rights protection is necessary through increased human rights
education in schools and stricter monitoring of policy implementation by
both schools and the government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
hak-hak siswa di sekolah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi  implementasi  perlindungan tersebut. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, serta
analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan pendidikan yang ada.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai
regulasi terkait perlindungan hak siswa, implementasinya masih menghadapi
berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran tentang hak-hak siswa di
kalangan pendidik dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.
Selain itu, banyak siswa yang belum memahami sepenuhnya hak-hak
mereka, sehingga mereka sulit untuk mengajukan keluhan apabila hak
mereka dilanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan
penguatan kebijakan perlindungan hak siswa melalui peningkatan pendidikan
hak asasi manusia di sekolah dan pengawasan yang lebih ketat terhadap
implementasi kebijakan tersebut, baik oleh pihak sekolah maupun
pemerintah.
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1. PENDAHULUAN

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan
jaminan terhadap hak-hak individu atau kelompok agar dapat dijamin keberadaannya dan tidak dilanggar
oleh pihak lain, termasuk oleh negara. Perlindungan hukum ini mencakup pencegahan terhadap pelanggaran
hak asasi manusia serta penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi. Perlindungan hukum tidak hanya
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terbatas pada penegakan hukum yang ada, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pendidikan hukum agar
masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka.

Miriam Budiardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya negara untuk melindungi
warga negara melalui mekanisme hukum, baik dalam bentuk pembentukan undang-undang, pengawasan
pelaksanaan undang-undang tersebut, serta penyelesaian sengketa hukum yang terjadi. Dalam pandangan
Budiardjo, perlindungan hukum juga mencakup jaminan kebebasan dan keadilan dalam hidup bermasyarakat,
baik itu dalam konteks hak-hak individu maupun kelompok.

Subekti, seorang ahli hukum perdata, menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam bidang
perdata berfungsi untuk memberikan jaminan hak-hak sipil seseorang, seperti hak milik, hak atas 1
warisan, dan hak-hak lainnya yang bersifat pribadi. Perlindungan ini mencakup upaya penyelesaian
sengketa yang muncul di antara individu atau pihak swasta, yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Dari pandangan-pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum berfungsi
untuk memberikan perlindungan terhadap hak individu dan kelompok dalam masyarakat dari pelanggaran
atau penyalahgunaan, baik oleh pihak negara maupun pihak lain. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk
norma hukum yang jelas, adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya, dan sistem peradilan yang adil.

Hak-hak siswa di sekolah adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yang sedang menjalani
pendidikan di sekolah. Hak-hak ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat
nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan siswa
selama mereka berada di lingkungan pendidikan. Hak-hak siswa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak
untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga hak untuk merasa aman dan dihormati di sekolah.

Berikut adalah hak-hak siswa di sekolah menurut berbagai pandangan hukum dan peraturan yang
berlaku:
1. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan mereka. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
yang memadai tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan gratis di tingkat dasar dan menengah, sebagaimana
diatur dalam peraturan pemerintah. Hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan standar nasional yang
telah ditetapkan oleh negara, termasuk kualitas pengajaran dan fasilitas yang memadai.

2. Hak untuk Tidak Didiskriminasi

Siswa berhak untuk tidak menerima perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis
kelamin, status sosial, atau disabilitas. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti
kegiatan pendidikan dan memperoleh penghargaan atas prestasi mereka tanpa dibatasi oleh faktor-faktor
yang tidak relevan dengan prestasi atau kemampuan mereka.

3. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Setiap siswa berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik,
psikologis, maupun seksual, baik dari sesama siswa, tenaga pendidik, maupun staf sekolah lainnya.
Perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, termasuk bullying atau perundungan (bullying), pelecehan,
dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi siswa yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak
lainnya di sekolah.

4. Hak untuk Mengemukakan Pendapat dan Kebebasan Berpendapat

Siswa berhak untuk menyampaikan pendapatnya, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun
dalam forum lainnya yang disediakan oleh sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak untuk
mengungkapkan pendapat dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan sekolah,
dengan tetap memperhatikan norma-norma dan etika yang berlaku.

5. Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Siswa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di sekolah, serta mendapatkan
lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Hak atas fasilitas kesehatan di sekolah,
seperti akses ke layanan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan rutin. Hak untuk lingkungan belajar yang
aman dan sehat, yang tidak hanya terkait dengan kebersihan fisik, tetapi juga lingkungan yang mendukung
kesejahteraan mental dan emosional siswa.

6. Hak untuk Mendapatkan Akses ke Informasi dan Pembelajaran yang Berkualitas

Siswa berhak mendapatkan informasi yang relevan dengan kegiatan belajar dan kehidupan sekolah
mereka. Ini termasuk materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan akses ke sumber daya
pendidikan yang dibutuhkan untuk mendalami pengetahuan. Hak atas kurikulum yang sesuai dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan siswa, serta pelajaran yang relevan untuk masa depan mereka. Akses ke
teknologi dan informasi pendidikan yang memadai, terutama di era digital seperti sekarang ini.

7. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
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Siswa berhak menjalankan agama dan keyakinan mereka di sekolah, sepanjang tidak mengganggu
kegiatan belajar mengajar dan tidak merugikan orang lain. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama atau
kepercayaan masing-masing, dengan adanya kebijakan yang menghormati perbedaan keyakinan di sekolah.

8. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Siswa berhak untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat
mereka, seperti olahraga, seni, atau organisasi siswa. Hak untuk memilih dan mengikuti kegiatan di luar jam
pelajaran yang mendukung pengembangan diri mereka, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
9. Hak untuk Privasi

Siswa memiliki hak untuk menjaga privasi mereka, termasuk informasi pribadi, kesehatan, dan catatan
akademik mereka. Hak atas kerahasiaan data pribadi dan informasi yang dimiliki oleh sekolah. Hak untuk
melindungi privasi pribadi, termasuk dalam hal catatan pendidikan dan kesehatan mereka yang tidak boleh
disebarluaskan tanpa izin.

10. Hak atas Keamanan dalam Proses Penilaian

Siswa berhak untuk mendapatkan penilaian yang adil, objektif, dan transparan dalam setiap aspek
pendidikan, termasuk ujian dan evaluasi lainnya. Hak untuk diuji secara adil dan transparan sesuai dengan
standar yang berlaku. Hak untuk mengajukan protes atau klarifikasi jika merasa ada ketidakadilan dalam
penilaian atau evaluasi yang diterima.

11. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Jika siswa mengalami pelanggaran hak atau masalah hukum, mereka berhak mendapatkan bantuan
hukum, baik dari orang tua, guru, atau lembaga yang berwenang. Akses kepada pendampingan hukum jika
mereka merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak sekolah atau pihak lain.

Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Siswa

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak siswa juga tercermin dalam beberapa peraturan dan
kebijakan nasional, di antaranya:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur hak dan
kewajiban siswa dalam pendidikan.

b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur standar pendidikan dan perlindungan
terhadap siswa.

¢) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak untuk
mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan di sekolah.

Selain itu, di tingkat internasional, ada juga instrumen seperti Konvensi Hak Anak (1989) yang
mengatur hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah dapat dilakukan
dengan menggunakan berbagai pendekatan, teknik, dan jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan
penelitian. Berdasarkan topik ini, beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain
adalah penelitian normatif, empiris, atau gabungan keduanya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai
beberapa metode penelitian yang dapat diterapkan:

1) Penelitian Normatif (Doktrinal)

Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang
ada, baik itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, maupun teori-teori hukum yang
berkaitan dengan perlindungan hak-hak siswa di sekolah.

Langkah-langkah dalam Penelitian Normatif:

Studi Literatur: Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak siswa, seperti
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003, Undang-Undang Perlindungan
Anak No. 35 Tahun 2014, serta peraturan menteri terkait. Selain itu, dokumen hukum internasional, seperti
Konvensi Hak Anak (1989), bisa menjadi referensi.

Analisis Isi: Peneliti menganalisis pasal-pasal atau ketentuan dalam peraturan hukum yang terkait dengan
perlindungan hak siswa di sekolah, termasuk:

a. Hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman.

b. Perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, atau bullying.

c. Kebijakan tentang privasi dan kebebasan berpendapat bagi siswa.
Pendekatan Teoritis: Penelitian ini juga dapat mencakup pendekatan teoritis, dengan mengkaji pandangan
para ahli hukum mengenai perlindungan hak-hak siswa, misalnya teori keadilan, teori hak asasi manusia, atau
teori pendidikan.

Tujuan:
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a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang melindungi hak-hak siswa di sekolah.
b. Untuk menilai apakah peraturan yang ada sudah cukup untuk melindungi hak-hak siswa atau apakah
ada celah dalam peraturan tersebut yang memungkinkan pelanggaran.

2) Penelitian Empiris (Sosiologis)

Penelitian empiris berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari lapangan, dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah diterapkan dalam praktik
sehari-hari.

Langkah-langkah dalam Penelitian Empiris:

Survei dan Kuesioner: Peneliti dapat menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari
siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua mengenai pemahaman mereka tentang hak-hak siswa dan sejauh
mana hak tersebut dilindungi di sekolah. Pertanyaan dapat berkisar pada:

a. Apakah siswa merasa aman dan terlindungi di sekolah?

b. Apakah ada mekanisme untuk mengatasi perundungan (bullying) atau kekerasan di sekolah?

c. Bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran terhadap hak siswa?

Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru,
komite sekolah, pengawas pendidikan, atau pengacara yang menangani masalah hukum terkait siswa, untuk
mendapatkan pandangan mereka mengenai perlindungan hukum di sekolah.

Observasi: Peneliti dapat melakukan observasi langsung di sekolah untuk melihat bagaimana kebijakan
perlindungan hak siswa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengamati bagaimana guru
menangani masalah terkait kekerasan antar siswa atau bagaimana kebijakan inklusi diterapkan bagi siswa
berkebutuhan khusus.

Studi Kasus: Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak siswa yang terjadi di sekolah, baik itu yang
berkaitan dengan diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran lainnya. Peneliti dapat melakukan analisis
terhadap proses penyelesaian sengketa atau tindakan yang diambil oleh pihak sekolah.

Tujuan:
a. Untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa diterapkan di
lapangan.

Untuk menilai efektivitas kebijakan sekolah dalam melindungi hak siswa.
c. Untuk menemukan masalah atau hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap siswa.

3) Metode Gabungan (Mixed-Methods)

Metode gabungan merupakan kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris. Dalam pendekatan ini,

peneliti tidak hanya mengkaji peraturan dan dokumen hukum (normatif), tetapi juga mengumpulkan data

melalui observasi, wawancara, atau survei untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam
praktik.

Langkah-langkah:

a. Kajian Hukum (Normatif): Peneliti mengkaji peraturan yang ada tentang hak siswa, baik di tingkat
nasional maupun internasional.

b. Studi Lapangan (Empiris): Peneliti mengumpulkan data dari sekolah-sekolah terkait penerapan
perlindungan hak siswa melalui wawancara, survei, atau observasi langsung.

c. Analisis Data: Peneliti menganalisis data dari kedua pendekatan ini untuk menyimpulkan apakah
peraturan yang ada sudah diterapkan dengan baik di lapangan, atau apakah ada celah yang perlu
diperbaiki.

Tujuan:

a. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai perlindungan hukum terhadap hak siswa,
baik dari sisi peraturan yang ada maupun dari sisi implementasinya di lapangan.

b. Untuk memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif tentang bagaimana meningkatkan
perlindungan hukum bagi siswa di sekolah.

4) Metode Analisis Perbandingan

Metode ini melibatkan perbandingan antara perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di Indonesia

dengan negara lain. Peneliti dapat mengkaji berbagai model perlindungan hukum di berbagai negara, serta

mengidentifikasi praktik terbaik yang bisa diterapkan di Indonesia.

Langkah-langkah:

a. Studi Kasus Negara Lain: Peneliti mempelajari bagaimana negara lain, seperti Finlandia, Singapura,
atau negara-negara Eropa lainnya, melindungi hak siswa di sekolah, termasuk kebijakan anti-
diskriminasi, perlindungan terhadap kekerasan, dan hak-hak siswa dengan kebutuhan khusus.

b. Perbandingan Kebijakan: Menganalisis perbandingan kebijakan pendidikan dan perlindungan hak-hak
siswa di Indonesia dengan kebijakan negara lain.
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Tujuan:
a. Untuk melihat apakah ada kebijakan yang lebih efektif yang dapat diterapkan di Indonesia untuk
meningkatkan perlindungan hak-hak siswa di sekolah.

3. PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting
untuk memastikan bahwa siswa dapat menikmati pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat. Hak-hak
siswa di sekolah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun
internasional, yang bertujuan untuk melindungi siswa dari potensi pelanggaran hak dan memastikan bahwa
mereka dapat berkembang secara maksimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
1). Dasar Hukum Perlindungan Hak Siswa di Sekolah
Perlindungan hak-hak siswa di sekolah didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik di
tingkat nasional maupun internasional.
a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003
UUSPN adalah landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Beberapa prinsip
yang diatur dalam UU ini yang relevan dengan perlindungan hak siswa adalah:
o Pasal 31 UUD 1945: Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang
layak.
o Pasal 5 UUSPN: Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang
bermutu dan bebas dari diskriminasi.
o Pasal 54 UUSPN: Menjamin hak siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bebas dari
kekerasan dan diskriminasi.
b. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014
UU ini mengatur perlindungan anak secara lebih umum, termasuk dalam konteks pendidikan. Siswa yang
merupakan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik,
psikologis, dan pelecehan seksual. Beberapa hal yang diatur antara lain:
o Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.
o Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan sesuai dengan usia dan
perkembangan mereka.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga
memberikan pedoman tentang bagaimana sekolah harus melindungi hak-hak siswa, seperti:
o Peraturan tentang Penanganan Kasus Bullying di Sekolah: Yang mengatur prosedur penanganan
perundungan (bullying) dan pelaksanaan kebijakan anti-bullying.
o Peraturan tentang Pendidikan Inklusif: Memberikan perlindungan bagi siswa berkebutuhan khusus
untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa lainnya.
d. Konvensi Hak Anak (1989)
Di tingkat internasional, Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child, CRC), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden
No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang
mengembangkan potensi mereka dan melindungi mereka dari segala bentuk penyalahgunaan dan kekerasan.

2). Hak-hak Siswa di Sekolah

Berdasarkan peraturan tersebut, siswa memiliki beberapa hak yang harus dilindungi di lingkungan sekolah,
antara lain:

a. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan
negara. Ini mencakup hak untuk mendapatkan kurikulum yang sesuai, pengajaran yang profesional, serta
fasilitas pendidikan yang memadai.

o Pendidikan gratis di tingkat dasar dan menengah, sebagaimana diatur dalam UUSPN.

o Pendidikan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau jenis kelamin.

b. Hak untuk Aman dan Terlindungi dari Kekerasan
Siswa memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi di sekolah dari segala bentuk kekerasan, baik itu
kekerasan fisik, verbal, maupun seksual. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur meliputi:

o Perlindungan dari bullying: Di banyak negara dan juga di Indonesia, banyak sekolah yang sudah
memiliki kebijakan anti-bullying, yang melindungi siswa dari perundungan atau kekerasan psikologis
oleh teman sebaya.

o Perlindungan dari kekerasan fisik dan pelecehan oleh tenaga pendidik atau pihak lain di lingkungan
sekolah.
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c. Hak untuk Tidak Didiskriminasi
Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, agama,
ras, status sosial, atau kondisi fisik. Ini berarti bahwa kebijakan sekolah harus inklusif dan memastikan
bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
o Pendidikan inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas.
o Penyediaan fasilitas yang ramah terhadap anak-anak dan yang memenuhi kebutuhan mereka.
d. Hak untuk Berpartisipasi dalam Proses Pendidikan
Siswa memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pendidikan, baik dalam pembelajaran di kelas maupun
dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang mendukung perkembangan pribadi mereka. Selain itu, mereka juga
memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya terkait kebijakan yang mempengaruhi mereka.
o Partisipasi dalam kegiatan sekolah: Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, atau kegiatan
lain yang menunjang pengembangan minat dan bakat.
o Hak untuk mengemukakan pendapat: Siswa berhak mengungkapkan pendapat dalam berbagai forum di
sekolah, termasuk dalam hal kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.
e. Hak atas Privasi dan Kerahasiaan
Siswa berhak atas privasi, termasuk dalam hal data pribadi, catatan akademik, dan kesehatan. Hal ini sesuai
dengan prinsip perlindungan data pribadi yang juga dilindungi oleh hukum.
o Kerahasiaan data pribadi: Siswa berhak agar informasi pribadi mereka, termasuk catatan akademik dan
kesehatan, tidak dibagikan tanpa persetujuan mereka.

3). Tantangan dalam Perlindungan Hak Siswa di Sekolah

Meskipun ada banyak peraturan yang mendukung perlindungan hak-hak siswa, dalam praktiknya masih
terdapat tantangan yang harus diatasi untuk memastikan hak-hak ini terlindungi dengan baik di lingkungan
sekolah. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a. Kasus Kekerasan dan Bullying

Meskipun ada kebijakan anti-bullying, kasus perundungan dan kekerasan di sekolah masih sering terjadi.
Banyak siswa yang tidak merasa aman atau terlindungi di sekolah, baik karena bullying antar teman sebaya,
atau kekerasan oleh guru atau staf sekolah. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak siswa
dalam hal ini menjadi hambatan besar.

b. Diskriminasi

Meskipun ada kebijakan inklusif, diskriminasi terhadap siswa berdasarkan jenis kelamin, agama, atau status
sosial masih terjadi di beberapa sekolah. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pengabaian terhadap kebutuhan
khusus atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa tertentu.

c. Akses yang Tidak Merata

Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Misalnya, di daerah-daerah
terpencil atau miskin, fasilitas pendidikan sering kali terbatas, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan
yang layak tidak sepenuhnya terpenuhi.

d. Kurangnya Pemahaman tentang Hak-hak Siswa

Seringkali, siswa, orang tua, dan bahkan pendidik sendiri kurang memahami hak-hak yang seharusnya
mereka terima atau berikan. Hal ini dapat menghambat penegakan perlindungan hukum di sekolah.

4). Upaya dan Rekomendasi
Untuk meningkatkan perlindungan hak siswa di sekolah, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
a. Peningkatan pendidikan hukum bagi siswa, guru, dan orang tua tentang hak-hak siswa.
b. Penerapan kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan dari kekerasan, bullying, dan diskriminasi.
c. Pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan di sekolah, baik dari pihak sekolah
maupun pemerintah daerah.
d. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik untuk memastikan semua siswa, termasuk yang
berkebutuhan khusus, dapat menikmati pendidikan yang layak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Hak-hak siswa di sekolah sangat penting untuk memastikan mereka bisa berkembang dalam
lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pendidikan mereka. Perlindungan hukum terhadap hak-hak ini
penting agar siswa dapat belajar tanpa rasa takut atau khawatir akan diskriminasi, kekerasan, atau
pelanggaran lainnya.

Metode penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah dapat disesuaikan
dengan tujuan dan fokus penelitian. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis dasar hukum,
sedangkan penelitian empiris memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di
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lapangan. Pendekatan gabungan atau perbandingan antar negara dapat memberikan gambaran yang lebih
komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam perlindungan hak siswa di sekolah.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah adalah aspek penting dalam memastikan
bahwa setiap siswa dapat berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung. Meskipun ada
berbagai peraturan yang mendukung perlindungan ini, tantangan dalam penerapannya masih ada. Oleh
karena itu, upaya bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi
masalah ini dan mewujudkan pendidikan yang benar-benar melindungi hak-hak siswa.

4.2 Saran/Rekomendasi
Berdasarkan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah, terdapat

sejumlah isu yang perlu perhatian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, mulai dari pembuat kebijakan,
pendidik, hingga masyarakat. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi untuk
memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa di sekolah:

a) Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan tentang Hak Siswa

b) Penerapan Kebijakan Anti-Bullying yang Lebih Ketat

¢) Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Pendidikan yang Inklusif

d) Penguatan Perlindungan Hukum bagi Siswa

e) Pemantauan dan Pengawasan yang Lebih Intensif

f) Penyusunan Kurikulum yang Mengintegrasikan Hak Siswa

g) Penyempurnaan Sistem Laporan dan Perlindungan Data

5. UCAPAN TERIMAKASIH (JIKA ADA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami
dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Penulisan jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum
terhadap Hak-hak Siswa di Sekolah" ini dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari
berbagai pihak yang tak ternilai harganya.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga
sepanjang proses penulisan jurnal ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu dalam memperjelas
dan memperdalam pemahaman kami mengenai topik yang dibahas.

2. Pihak Sekolah dan Instansi Terkait yang telah memberikan izin, dukungan, serta informasi yang sangat
berguna dalam penelitian ini, sehingga kami dapat memperoleh data dan wawasan yang relevan.

3. Teman-teman Peneliti dan Rekan-rekan Mahasiswa yang telah memberikan dukungan moral, diskusi
yang konstruktif, dan berbagi pemikiran yang memperkaya proses penyusunan jurnal ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan jurnal ini. Tanpa bantuan dan dukungan tersebut,
penulisan jurnal ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan dunia
pendidikan dan perlindungan hak-hak siswa di sekolah, serta dapat memberikan wawasan baru bagi para
pembaca, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi siswa di lingkungan pendidikan.

Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan
yang telah diberikan.
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